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Industri gula Indonesia masih tetap dihadapi dengan permasalahan dalam mencapai 
kemandirian pangan dimana untuk memenuhi pasokan konsumsi baik untuk rumah 
tangga dan industri selalu berbanding terbalik dengan produksinya. Keiikutsertaan 
Indonesia dalam berbagai perjanjian dan kesepakatan perdagangan seharusnya 
menjadikan peluang yang dimulai dari komitmen pada GATT dalam kesepakatan WTO 
dan CEPT pada kesepakatan AFTA dimana pada kesepakatan tersebut bertujuan untuk 
menciptakan pasar yang adil dan transparan khususnya untuk usaha pertanian sehingga 
menciptakan industri pertanian yang mandiri tanpa bantuan atau intervensi 
didalammnya. Pada tahun 2004 berbagai negara berkembang termasuk Indonesia 
memulai pelaksanaan konteks dalam perjanjian tersebut,  pada kenyataannya muncul 
berbagai intervensi yang lebih mementingkan kepentingan domestik. Komoditas gula 
yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan komoditas lainnya, 
intervensi yang semakin ketat, perubahan harga yang berfluktuasi, dan kondisi produksi 
yang semakin bersaing dengan komoditas substitusinya menjadikan pasar gula 
Indonesia semakin sulit untuk mengembangkan dan mempertahankan stabilitas 
perekonomiannya 














Perdagangan gula dunia pada tahun 
2015 berada pada angka 54.8 juta ton 
yang mencukupi permintaan gula dunia 
sebesar 54.4 juta ton. Gula sebagian 
besar diproduksi oleh 130 negara 
diseluruh dunia dengan total produksi 
sebesar 177.3 juta ton, diikuti total 
konsumsi sebesar 170.5 juta ton pada 
tahun 2014. Pada tahun 2015 produksi 
gula dunia menurun sebesar 164.9 juta 
ton dengan peningkatan total konsumsi 
sebesar 171.8 juta ton.  Pada Mei 2016 
total produksi gula dunia mencapai 
164.9 juta ton dari total produksi 
tersebut sebesar 70 persen gula dunia 
dikonsumsi pada tingkat domestik 
negara-negara di dunia dan selebihnya 
diperdagangkan. Konsumsi gula dunia 
untuk periode tahun 2016 sampai 2017 
diperkirakan akan mencapai angka 174 
juta ton  melebihi produksi dan stok 
yang terus berada di level terendah 
semenjak periode tahun 2010 sampai 
2011. Rata-rata stok gula dunia pada 
periode tahun 2000 sampai 2007 adalah 
55.9 juta ton dengan tingkat 
pertumbuhan sebesar 2.98 persen per 
tahun. Hanya sebagian kecil dari 
produksi gula dunia yang 
diperdagangkan secara bebas, namun 
perubahan kecil dalam produksi dan 
kebijakan pemerintah masing-masing 
negara cendrung memiliki dampak yang 
besar terhadap pasar gula dunia dimana 











Ekspor dan impor gula dunia 
sebagian besar ditentukan oleh 
perjanjian preferensial dimana negara-
negara pengekspor besar menikmati 
akses pada pasar domestik EU dan 
Amerika Serikat melalui jalur khusus. 
Perdagangan dibawah naungan 
perjanjian preferensial sangat penting 
untuk sektor gula negara-negara 
berkembang. Brazil, Thailand, Australia 
dan Guatemala merupakan negara 
pengekspor gula terbesar dengan jumlah 
total ekspor sebesar 68 persen dari 
seluruh ekspor gula dunia atau sebesar 
32 persen dari total produksi gula dunia 
pada tahun 2015. India mencapai 
puncak tertinggi dalam mengekspor 
gula pada tahun 2011 namun periode 
seterusnya hingga tahun 2015 tercatat 
India mengalami penurunan ekspor dan 
produksi gulanya, hal tersebut 
disebabkan oleh buruknya hasil 












Industri gula Indonesia merupakan 
salah satu sektor strategis untuk 
menghadapi tantangan pada lingkup 
perdagangan di pasar gula dunia, hal 
tersebut dikarenakan terdapat faktor 
kapasitas sumberdaya pertanian 
khususnya perkebunan yang sangat 
melimpah seperti; iklim tropis yang 
memungkinkan sebagian tanaman 
berproduksi sepanjang waktu, areal 
pertanian yang luas, serta jumlah tenaga 
kerja pada sektor pertanian yang cukup 
banyak. Luas areal perkebunan tebu 
dibagi menjadi tiga menurut status 
pengusahaannya yaitu; Perkebunan 
Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara 
(PBN) dan Perkebunan Besar Swasta 
(PBS). Pada tahun 2013 luas areal 
perkebunan tebu Indonesia tercatat 
seluas 470.94 ribu hektar, kemudian 
meningkatan sebesar 0.37 persen 
menjadi seluas 472.67 ribu hektar pada 
tahun 2014. Pada tahun 2015 luas areal 
tanam tebu sedikit mengalami 
peningkatan seluas 474 ribu hektar 
(BPS 2015). Secara keseluruhan trend 
perkembangan luas areal tanam tebu di 
Indonesia periode sepuluh tahun 
terkahir mengalami penurunan dengan 
rata-rata luas areal sebesar 481 ribu 
hektar pertahunnya atau 0.06 persen 
pertahunnya. Penurunan luas areal 
tanam tersebut dikarenakan tidak 
adanya kepastian untuk memperbaiki 
atau menambah kapasitas pada pabrik 
penggilingan tebu sehingga petani lebih 
memilih untuk menanam tanaman padi 
atau jagung (Meylinah 2016). Tingkat 
produksi, impor dan konsumsi gula 
Indonesia periode 2013 sampai 2016 








Pada tahun 2014 impor gula 
Indonesia mencapai  2.93 juta ton 
dengan nilai impor sebesar US$ 1.31 
juta. Volume impor gula Indonesia pada 
tahun 2015 mengalami peningkatan 
sebesar 14.87 persen dengan nilai impor 
mencapai US$ 1.25 juta. Pasokan impor 
gula Indonesia terbesar selama 5 tahun 
berasal dari negara Thailand, Brazil, 
Australia, Afrika Selatan, Korea, dan 
Guatemala. Kontribusi negara terbesar 
pengimpor dalam sepuluh tahun 
terakhir adalah Thailand dengan jumlah 
ekspor gula ke Indonesia sebesar 1.79 
juta ton dan besar nilai impor mencapai 
US$ 649 juta atau 53.19 persen dari 
total impor gula Indonesia pada tahun 
2015. Impor gula Indonesia dari 
Australia pada tahun 2015 mencapai  
1.02 juta ton dengan nilai impor 
US$ 374.38 juta,  dan impor gula 
Indonesia dari Brazil sebesar 458.17 
ribu ton atau 13.60 persen dari total 
impor gula Indonesia dengan nilai 













Industri gula Indonesia masih 
tetap dihadapi dengan permasalahan 
dalam mencapai kemandirian pangan 
dimana untuk memenuhi pasokan 
konsumsi baik untuk rumah tangga dan 
industri selalu berbanding terbalik 
dengan produksinya. Keiikutsertaan 
Indonesia dalam berbagai perjanjian 
dan kesepakatan perdagangan 
seharusnya menjadikan peluang yang 
dimulai dari komitmen pada GATT 
dalam kesepakatan WTO dan CEPT 
pada kesepakatan AFTA dimana pada 
kesepakatan tersebut bertujuan untuk 
menciptakan pasar yang adil dan 
transparan khususnya untuk usaha 
pertanian sehingga menciptakan industri 
pertanian yang mandiri tanpa bantuan 
atau intervensi didalammnya. Pada 
tahun 2004 berbagai negara 
berkembang termasuk Indonesia 
memulai pelaksanaan konteks dalam 
perjanjian tersebut,  pada kenyataannya 
muncul berbagai intervensi yang lebih 
mementingkan kepentingan domestik. 
Komoditas gula yang memiliki 
karakteristik tersendiri dibandingkan 
dengan komoditas lainnya, intervensi 
yang semakin ketat, perubahan harga 
yang berfluktuasi, dan kondisi produksi 
yang semakin bersaing dengan 
komoditas substitusinya menjadikan 
pasar gula Indonesia semakin sulit 
untuk mengembangkan dan 
mempertahankan stabilitas 
perekonomiannya. Berdasarkan uraian 
pada latar belakang maka permasalahan 
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Tingkat distorsi perdagangan gula 
dunia sangat tinggi dikarenakan 
negara-negara maju dan pengekspor 
gula terbesar melakukan intervensi 
yang kuat, mencakup kebijakan 
tarif, subsidi, dan jaminan harga 
untuk melindungi aspek 
perdagangan dan produksinya. Hal 
tersebut bertentangan dengan 
Agreement on Agriculture 
(AoA)dalam forum WTO yang 
menyepakati untuk mengurangi 
dukungan subsidi domestik 
(domestic support), subsidi ekspor 
(export competition) dan 
mengkonversikan hambatan impor 
kepada penurunan tarif (WTO 
1999). Rata-rata harga gula dunia 
pada satu dekade terakhir sebesar 
US$ 0.21 per pound atau dibawah 
rata-rata biaya produksi yang 
mencapai US$ 0.49 per pound 
(Taylor 2016). Indonesia 
memberlakukan kebijakan tarif 
impor sebesar 10 sampai 25 persen, 
tarif tersebut tergolong sangat 
rendah jika dibandingkan negara-
negara maju yang memberlakukan 
tarif impornya sebesar 25 sampai 50 
persen.Distorsi pada industri gula 
dunia tersebut menimbulkan efek 
persaingan yang tidak adil pada 
aspek perdagangan dan produksi 
industri gula Indonesia.  
2. Turunnya referensi pemerintah 
mengenai harga pokok tebu tingkat 
petani (HPP) pada kurun waktu 
terakhir menimbulkan isu-isu yang 
memperburuk keadaan industri gula 
di Indonesia. Pada tahun 2015, 
pemerintah menetapkan HPP 
sebesar Rp. 8900 per kg. Angka 
tersebut jauh dibawah HPP pada 
tahun 2012 dan 2013 yang mencapai 
Rp. 11800 dan Rp. 10250  per kg. 
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Pemerintah Indonesia kemudian 
menetapkan HPP diatas Rp. 10000 
per kg, hal ini memberikan dampak 
terhadap penurunan luas lahan 
tanam tebu sebesar 469.000 hektar. 
Penurunan luas lahan tersebut akan 
menyebabkan penurunan jumlah 
produksi dan peningkatan jumlah 
impor gula Indonesia. Impor 
terbesar gula Indonesia berasal dari 
negara satu regional yang terus 
mengalami peningkatan produksi 
dan jumlah ekspor dengan luas 
lahan tanam tebu yang dimiliki 
Thailand mencapai 1.5 juta hektar di 
tahun 2015.  
3. Kementerian perindustrian 
memperkirakan konsumsi gula 
nasional Indonesia pada tahun 2016 
mencapai 5.8 juta ton yang terdiri 
dari 2.9 juta ton gula putih untuk 
konsumsi langsung pada pasar 
domestik dan 2.9 juta ton gula 
mentah untuk segmen industri 
berbahan baku gula. Pemerintah 
menetapkan pembatasan impor gula 
mentah sebesar 2.8 juta ton yang 
diperkirakan akan meningkat 
ditahun 2017 sebesar 3.2 juta ton.  
4. Faktor yang menghambat 
perkembangan industri gula 
Indonesia salah satunya adalah terus 
menurunnya lahan tanam tebu. 
Mayoritas lahan tanam tebu di 
Indonesia dimiliki oleh individu 
hampir 95 persen dari bidang lahan 
tanam tebu di pulau Jawa. Sifat 
kepemilikan lahan yang dimiliki 
oleh individu tersebut rentan 
terhadap konversi, petani lebih 
memilih tanaman produktif selain 
tebu dan tinggi nya nilai bidang 
tanah seiring dengan kepentingan 
pembangunan perumahan dan 
bangunan komersial.  
5. Indonesia saat ini memiliki 48 
pabrik gula di Jawa dan 15 pabrik 
gula di luar Jawa yang dimiliki oleh 
18 perusahaan. Mayoritas pabrik-
pabrik tersebut sudah 
beroperasiantara 40 sampai 100 
tahun, hanya 6 pabrik yang 
beroperasi kurang dari 25 
tahunsehingga produktivitasnya 
sangat rendah. Keseluruhan pabrik 
gula di Indonesia memiliki kapasitas 
total sebesar 245 900 ton tebu per 
hari atau rata-rata untuk sebuah 
pabrik sebesar 3.900 ton tebu per 
hari dengan tingkat rendemen 
sebesar 7.1 persen. Angka ini 
rendah jika dibandingkan dengan 
negara satu regional ASEAN yaitu 
Thailand yang memiliki 50 pabrik 
gula dengan kapasitas yang lebih 
besar yaitu 94000 ton tebu per hari 
dengan tingkat rendemen sebesar 
11.82 persen. Hasil yang didapat 
oleh Indonesia adalah seperempat 
dari hasil yang diperoleh oleh 
Thailand dengan kapasitas sebesar 
10.6 juta ton tebu pertahun dan 
sebesar 8 juta ton untuk 
diperdagangkan (Wright dan 
Meylinah  2016). 
Berdasarkan uraian permasalahan 
diatas industri gula Indonesia masih 
dihadapkan pada permasalahan yang 
kompleks, untuk menyederhanakan 
permasalahan dalam penelitian ini maka 
diperlukan penyusunan serta perumusan 
model ekonometrika yang mampu 
mengintegrasikan perubahan-perubahan 
eksternal maupun internal perdagangan 
gula di pasar dunia dan dampaknya 
terhadap industri gula domestik ke 
dalam suatu kebijakan yang 
komperhensif. 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah 
untuk mempelajari faktor-faktor yang 
mempengaruhi penawaran dan 
permintaan gula Indonesia dan 
menganalisis dampak dari 
pemberlakuan kebijakan impor dan 
harga gula Indonesia. Secara khusus, 
tujuan dari penelitian ini adalah :  
1. Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penawaran dan 
permintaan gula Indonesia  
2. Menganalisis dampak kebijakan 
tarif impor dan perubahan harga 
gula terhadap tingkat penawaran 
dan permintaan gula Indonesia 
Manfaat hasil penelitian ini dapat 
dijadikan bahan masukan dalam 
membuat kebijakan dan strategi industri 
gula khususnya yang berkaitan dengan 
kebijakan tarif impor dan perubahan 
harga gula di pasar domestikIndonesia. 
2   TINJAUAN PUSTAKA 
Karakteristik Gula Dunia 
Selaingula jagung, gula bit dan tanaman 
penghasil gula lainnya, gula berbasis 
tanaman tebu merupakan sumber utama 
dalam perdagangan gula dunia. Gula 
berbasis tebu selain lebih murah 
dibandingkan dengan tanaman 
penghasil gula lainnya proses 
pengolahaannya juga lebih mudah dan 
tidak eksklusif, tebu yang dipanen dan 
diproses pada pabrik gula akan menjadi 
gula mentah (non-food grade) dan 
selanjutnya disaring menjadi gula 
kristal (food grade). Karakterisitk untuk 
perdagangan gula akan bervariasi sesuai 
dengan kebutuhan spesifik dari 
konsumen pada pasar gula dunia, 
dengan volume perdagangan dan harga 
secara umum dikategorikan sebagai 
jenis gula mentah atau gula rafinasi. 
Polaritas gula atau tingkat kemurnian 
penggilingan adalah pengukuran tingkat 
kualitas gula yang diperdagangkan juga 
merupakan kunci utama yang 
membedakan antara harga gula mentah 
dan gula rafinasi, seberapa dekat warna 
gula yang akan menjadi acuan untuk 
kemurnian (kandungan molasses) gula 
yang telah diolah dan isi dari dekstran 
kemurnian gula. Polaritas gula 
membedakan antara gula rafinasi 
dengan gula mentah dimana 100 persen 
polaritas menandakan kehalusan dan 
kemurnian gula dan dekstran adalah 
kandungan serat dari tanaman tebu yang 
diolah pada saat tebu dipanen yang 
cendrung membuat penyempurnaan 
pengolahan tebu menjadi lebih sulit. 
Ada empat jenis produk gula yang 
diperdagangkan pada pasar gula dunia 
berdasarkan tingkat polaritasnya, yaitu; 
i) gula rafinasi (gula putih), ii) semi 
rafinasi atau direct white, iii) very high 
polarity raw sugar (VHP) dan, iv) gula 
mentah standar. 
Profil industri gula Indonesia 
Perkembangan luas areal tebu 
Indonesia 
Pertumbuhan luas areal tebu di 
Indonesia dari tahun 1980 sampai 2015 
sebesar 1.03 persen atau seluas 389.691 
hektar pertahunnya. Pada tahun 2015 
luas areal perkebunan tebu di Indonesia 
mencapai 455 ribu hektar dimana 
perkebunan tebu di Indonesia sebagian 
besar diusahakan atau dikelola oleh 
rakyat. Kontribusi pengusahaan 
perkebunan tebu rakyat sebesar 64 
persen dari total seluruh areal tebu 
Indonesia. Laju pertumbuhan 
perkebunan rakyat (PR) pada periode 
1980 sampai 2015 rata-rata sebesar 2 
persen atau sebesar 250.882 hektar 
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pertahunnya. Luas areal tebu perkebunan 
besar swasta (PBS) menunjukan 
peningkatan sebesar 6 persen atau seluas 
65.965  hektar setiap tahunnya. 
Peningkatan luas areal tebu perkebunan 
besar swasta tersebut dipicu oleh 
dukungan investasi pada peraturan 
menteri pertanian no. 98 tahun 2013 dan 
undang-undang no. 25 tahun 2007 
tentang penanaman modal dimana 
merekomendasikan agar membuka 
sepenuhnya bidang usaha untuk 
penanaman modal asing. Luas areal 
perkebunan tebu di Indonesia terbesar 
berada di provinsi Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa 
Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. 
Dari sembilan areal tanam tebu tersebut 
provinsi Jawa Timur merupakan provinsi 
dengan luas areal perkebunan tebu yang 
terbesar. Pada tahun  2015 luas areal 
perkebunan tebu di provinsi Jawa Timur 
tercatat sebesar 45.44 persen dari total 
luas areal tebu Indonesia atau seluas 
207.15 hektar, Lampung memiliki luas 
areal tanam tebu sebesar 27.34 persen, 
Jawa Tengah sebesar 10.33 persen dan 







Perkembangan produksi tebu 
Indonesia  
Produksi tebu (setara gula) 
Indonesia pada tahun 2013 sebesar 2.55 
juta ton dan meningkat pada tahun 2014 
sebesar 0.86 persen atau sebesar 2.77 
juta ton. Pada tahun 2015 produksi tebu 
mengalami penurunan sebesar 1.9 persen 
atau sebesar 2.72.  Persentase produksi 
tebu terbesar menurut pengusahaan tebu 
dimiliki oleh perkebunan rakyat (CIV) 
selama periode 2012 sampai 2014 
sebesar 53.08 sampai 55.74 persen dan 
pada tahun 2015 pengusahaan tebu oleh 
CIV meningkat sebesar 14 persen dari 
tahun sebelumnya.  
Kebijakan industrigula Indonesia 
Tingginya tingkat distorsi pasar gula 
dunia dalam era liberalisasi perdagangan 
mengakibatkan meningkatnya harga gula 
International yang berpengaruh terhadap 
harga gula Indonesia. Pemerintah 
mengatasi peningkatan harga gula 
domestik dengan membuka impor dan 
memberikan subsidi harga pada pasar 
gula domestik agar konsumen 
mendapatkan harga gula yang murah.  

















































































































































































































dan  saat harga 
tingkat petani 
diatas Rp 3 
800 per kg 
untuk gula 
kristal putih 


























Wolgenant (1999) pada penelitian 
FAO/United Nation yang berjudul Effect 
of Trade Liberalization on the World 
Sugar Market bertujuan untuk 
mempelajari perdagangan gula di pasar 
dunia dengan sekenario pada 
kesepakatan Uruguay Round atau GATT, 
efek perjanjian liberalisasi terhadap 
industri negara berkembang dan efek 
liberalisasi perdagangan pada negara 
Brazil, China, Indonesia dan Korea. 
Dampak liberalisasi perdagangan pada 
pasar gula dunia dinyatakan bahwa 
perubahan tingkat tarif pada tahun 2000 
dalam kesepakatan GATT/WTO akan 
menaikan harga gula dunia sebesar 7 
persen atau peningkatan harga gula 
dengan nilai sebesar US$ 0.12 per pound. 
Perubahan tingkat tarif yang 
diberlakukan negara-negara terbesar 
selain menyebabkan perubahan harga 
juga menimbulkan penurunan produksi 
gula dunia yang dihasilkan negara 
seperti; Amerika Serikat, EU, Jepang, 
Australia, China, Indonesia, Philipina, 
Mexico, Brazil dan Afrika Selatan. 
Ekspor akan menurun pada negara EU, 
Australia, Mexico dan Brazil namun 
ekspor akan meningkat untuk negara 
India dan Cuba terkait perubahan tarif 
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yang diberlakukan pada masing-masing 
negara tersebut. Banyak negara 
berkembang akan diuntungkan dari 
kesepakatan liberalisasi perdagangan 
dikarenakan hambatan tarif yang relatif 
lebih kecil dibandingkan negara maju 
dan volume impor akan berkurang untuk 
negara China, India, dan Indonesia. 
Pendapatan dari ekspor pada negara-
negara terbesar penghasil gula akan 
berkurang sebesar 4 persen khususnya 
ekspor ke pasar Amerika Serikat dan EU 
yang memberlakukan tarif sebesar 20 
persen di tahun 2005.   
Abidin (2000) dalam penelitiannya 
mengenai dampak liberalisasi 
perdagangan terhadap keragaan industri 
gula Indonesia dengan tujuan 
membangun model ekonometrik industri 
gula, menganalisis perilaku dan 
meramalkan dampak liberalisasi 
perdagangan tahun 2000 sampai 2010 
terhadap industri gula Indonesia. 
Rentang waktu dalam penelitian adalah 
tahun 1969 sampai 1997 yang diproses 
menggunakan program SAS/ETS 
menyatakan bahwa sebagian negara 
eksportir terbesar memberikan subsidi 
ekspor antara 8 persen sampai 102 
persen, dan 30 persen negara eksportir 
memberlakukan pajak ekspor antara 6 
persen sampai 52 persen. Negara 
importir sebanyak 54 persen termasuk 
Indonesia hanya memberikan subsidi 
impor antara 17 persen sampai 48 persen  
dan 46 persen negara berkembang 
lainnya memberlakukan tarif impor 
sebesar 7 persen sampai 173 persen, hal 
tersebut mendasari keberhasilan atau 
efektifitas dari kesepakatan dalam 
perdagangan liberal yang dipengaruhi 
oleh kesiapan untuk memberlakukan 
tujuan dan menghilangkan proteksi 
untuk impor dan ekspornya.  
Susila (2005) dalam penelitiannya 
mengenai pengembangan industri gula 
Indonesia dengan analisis kebijakan dan 
keterpaduan sistem produksi dinyatakan 
bahwa terdapat tiga permasalahan 
utama dalam industri gula Indonesia, 
yaitu ; i) persaingan yang kurang adil 
(unfair) adalah awal dari tingkat distorsi 
atau proteksi perdagangan yang 
cenderung akan menurunkan harga gula 
di pasar international. Untuk komoditi 
gula negara-negara maju pada periode 
tahun 1999 sampai 2001 memberikan 
dukungan berupa subsidi senilai 
US$ 6.35 milliar pertahun sementara 
nilai perdagangan sebesar US$ 11.6 
milliar pertahun, ii) kebijakan 
pemerintah belum efektif untuk 
mendorong perkembangan industri gula 
Indonesia, dan iii) inefisiensi di tingkat 
usahatani dan di PG.  Pada penelitian 
ini ditawarkan beberapa alternatif 
kebijakan yaitu membuka industri gula 
Indonesia untuk menciptakan kondisi 
perdagangan pergulaan nasional yang 
lebih liberal tanpa adanya intervensi 
pemerintah, menetapkan tarif impor 
sebesar 25 persen, mencabut subsidi 
impor, tataniaga impor dan menghapus 
subsidi input. Kebijakan harga provenue 
Rp. 3400 per kg dengan TRQ (basis 
kuota 1 juta ton, tarif rendah Rp. 700 
per kg dan tarif tertinggi Rp. 1300 per 
kg) diharapkan dapat mengurangi 
dampak negatif dari kenaikan harga 
dasar gabah terhadap areal tebu dan 
produksi. 
3 Kerangka Teoritis 
Pemberlakuan kebijakan tarif impor 
Tarif impor merupakan pajak yang 
dikenakan atas impor suatu barang 
dimana tarif  tersebut akan  cendrung  
menaikkan  harga, menurunkan 
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konsumsi, dan menaikkan produksi 
domestik (Samuelson dan 
Nordhaus2001). Kebijakan tarif ini 
bertujuan untuk mengurangi volume 
impor, namun disisi lain akan 
meningkatkan produksi dalam negeri 
melalui perbaikan harga. Pemberlakuan 
tarif impor akan menyebabkan kenaikan 
harga suatu produk di negara importir, 
penurunan konsumsi, peningkatan 
produksi, penurunan volume impor, dan  
adanya  penerimaaan  pemerintah  yang  
berasal  dari  tarif  impor  tersebut. 
Pemberlakuan  tarif  impor  ini  akan  
menguntungkan  produsen  domestik  
karena harga impor suatu komoditas 
cendrung lebih tinggi daripada harga 
domestik. Kebijakan tarif impor pada 
negara kecil (small country) 
diasumsikan tarif yang dikenakan pada 
produk gula q pada pasar domestik 
adalah tarif yang dikenakan pada semua 
unit yang diimpor pada harga gula di 
tingkat domestik maupun dunia.  Pada 
gambar 2.2  kondisi sebelum 
diberlakukannya tarif impor, harga gula 
berada pada titik Pw , harga gula dunia 
tersebut adalah harga yang diterima 
konsumen dan produsen gula domestik 
dengan jumlah impor sebesar q1’ – q1. 
Pada saat negara importir 
memberlakukan kebijakan tarif impor 
sebesar t maka terjadi pergeseran 
tingkat harga dari Pw ke Pw + t dengan 
jumlah gula yang diimpor sebesar  q2’ – 
q2.  Kebijakan tarif impor pada small 
country akan menurunkan tingkat impor 
gula pada negara tersebut sebesar q1’ – 
q1 menjadi q2’ – q2.  Analisis pada 
tingkat kesejahteraan dari pemberlakuan 
tarif impor akan menurunkan surplus 
konsumen sebesar – a – b – c dan – d, 
dan meningkatkan surplus produsen 
sebesar + a. Pemerintah akan 
mendapatkan keuntungan yang 
didapatkan dari perhitungan jumlah 
gula yang diimpor setelah diberlakukan 
kebijakan tarif impor sebesar   q2’ – q2 
dan penjumlahan dari tarif sebesar [(Pw 
+ t) – Pw = t] dimana pada gambar 3.3 
(a) ditunjukkan pada area c. Pada 
gambar 3.3 (b) kebijakan tarif impor 
diasumsikan diterapkan oleh negara 
besar atau large country dimana 
kebijakan tarif impor negara terbesar 
tersebut akan menurunkan tingkat 
impor untuk komoditas gula. 
Pada kondisi sebelum 
diberlakukannya tarif impor harga gula 
yang diterima oleh pasar domestik 
sebesar harga gula dunia yaitu Pw 
dengan jumlah gula yang diimpor 
sebesar q1’ – q1.  Pada saat 
pemberlakuan tarif impor dilakukan 
maka harga semula sebesar Pw akan 
bergeser sejajar ke atas dengan 
penambahan tarif menjadi Pw’+ t dan 
menurunkan jumlah gula yang diimpor 
sebesar q2’ – q2. Tarif impor yang 
diberlakukan tersebut dapat 
menurunkan jumlah gula yang impor 
sebesar q1’ – q1 ke q2’ – q2 dikarenakan 
negara tersebut merupakan negara 
terbesar yang dapat mempengaruhi 
tingkat harga dunia dan menurunkan 
permintaan gula dunia sebesar Pw ke Pw’ 
dengan tingkat penawaran yang 
bergeser sejajar ke bawah yang 
digambarkan pada garis horizontal S
w
’.  
Analisis kesejahteraan dari 
pemberlakuan tarif impor oleh negara 
terbesar akan mengakibatkan penurunan 
surplus konsumen sebesar – a – b – c 
dan – d, penambahan surplus produsen 
sebesar + a, dan penambahan 
pendapatan pemerintah sebesar + c dan 
+ e. Pada pengenaan tarif impor tersebut 
akan menciptakan area b dan d yang 
merupakan nilai yang hilang atau 
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deadweight loss dari pemberlakuan tarif. 
Pada dasarnya tarif tersebut dikenakan 
atas barang dan jasa merupakan 
kewajiban produsen untuk 
menanggungnya, dan pemerintah 
seharusnya dapat menjadikan area b dan 
d sebagai pendapatan yang dikenakan 
atas pajak atau tarif impor tersebut 
namun pemerintah tidak dapat 
menerima sepenuhnya keuntungan dari 
penetapan tarif impor tersebut 
dikarenakan bahwa kerugian dari 
penerapan tarif merupakan excess 
burden  dari pajak yang akan 
dibebankan kepada konsumen dan 
produsen (Block 2009). Penetapan tarif 
agar berada pada tingkat maksimum 
yaitu pada area e – (b+d), tarif pada 
negara terbesar akan mendapatkan 
keuntungan ketika e > b + d, dan 
mendapatkan kerugian ketika e < b + d. 
Kesimpulan untuk penetapan tarif 
impor yang diberlakukan pada small 
dan large country dirancang untuk 
mengurangi jumlah impor gula, 
meningkatkan produksi gula dan 
mengurangi tingkat konsumsi gula 
domestik. Pada kasus small country 
pemberlakuan tarif impor akan selalu 
menghasilkan penurunan tingkat 
kesejahteraan sosial secara keseluruhan 
dan pada large country akan 
memberikan hasil peningkatan tingkat 
kesejahteraan bersih atau mengurangi 
tingkat kesejahteraan sosial secara 
keseluruhan.  
Dampak dari pengenaan tarif 
impor oleh negara importir dapat 
dijelaskan pada gambar kebijakan tarif 
impor. Dengan asumsi hanya ada dua 
negara yang memperdagangkan 
komoditas gula yaitu negara importir 
dan eksportir, tarif impor yang 
dilakukan adalah tarif impor spesifik 
dan negara importir adalah negara besar 
dimana jumlah importir akan 
berpengaruh terhadap perubahan harga 
gula di pasar dunia. qp  (P) adalah 
kuantitas dari komoditas gula yang 
diimpor pada harga P, qc (P) adalah 
kuantitas permintaan komoditas gula 
pada harga P, dan Qe (P) adalah jumlah 
dari komoditas gula pada harga P di 
pasar dunia. Kondisi awal sebelum 
diberlakukannya kebijakan tarif  impor 
gula, harga berada pada tingkat harga 
dunia Pw dengan tingkat permintaan 
konsumen terhadap gula yang 
diperdagangkan sebesar qc dan produksi 
domestik sebesar qp. Kurva ED 
menunjukkan besarnya biaya impor 
yang berpotongan dengan produksi gula 
yang ditawarkan oleh negara 
pengekspor sepanjang garis ES. Apabila 
pemerintah negara A memberlakukan 
kebijakan tarif impor sebesar t  maka 
biaya impor yang dikeluarkan akan 
menjadi lebih besar sehingga akan 
menggeser kurva ED sejajar ke bawah 
vertikal pada garis ED’. Pada kondisi 
setelah diberlakukannya tarif impor 
pada negara A harga impor yang 
diterima oleh konsumen akan 










Kebijakan tarif impor tersebut 
akan menyebabkan penurunan tingkat 
kesejahteraan negara eksportir sebesar 2 
+ 3 + 4 dan pada negara importir tingkat 
elastisitas penawaran ekspor akan 
menentukan tingkat kesejahteraan yang 
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akan didapatkan.  Dapat diketahui jika 
kebijakan tarif impor dikenakan pada 
tingkat yang tinggi maka akan 
memperbesar peningkatan 
kesejahteraan negara-negara di pasar 
dunia, berlaku sebaliknya jika tingkat 
tarif impor yang dilakukan negara 
eksportir kecil maka akan memperkecil 
tingkat kesejahteraan negara di pasar 
dunia dimana konsumen di negara 
importir akan menerima harga yang 
lebih rendah dibandingkan dengan 
harga di pasar dunia dan produsen di 
negara eksportir akan menerima harga 
yang lebih tinggi. Dampak perubahan 
kesejahteraan dengan adanya 
pemberlakuan tarif impor tersebut dapat 
dilihat pada Tabel berikut : 
 
Tabel. Dampak kebijakan tarif impor 














Surplus produsen A  - 
(1+2+3+4) 
Penerimaan Govt c + e  - 
Kesejahteraan 
negara  







Indonesia adalah negara importir 
terbesar untuk komoditas gula, tingkat 
konsumsi adalah salah satu faktor yang 
menentukan jumlah impor komoditas 
gula. Impor gula dapat dinyatakan 
dalam persamaan berikut : 
 
Ms= Cs – Qs+ Ss………………... (3.1) 
dimana : 
Ms adalah jumlah impor gula, Cs adalah 
jumlah konsumsi gula, Qs adalah jumlah 
produksi gula, dan Ss adalah  jumlah 
stok gula 
Fungsi konsumsi yang menentukan 
impor atau permintaan gula dapat 
dinyatakan dalam persamaan berikut : 
Cs= f (Ps ,Po ,Y, Pop ,Ts) ………….. 
(3.2) 
dimana : 
Cs adalah jumlah konsumsi gula, Ps 
adalah harga gula, Po adalah harga 
komoditas subtitusi, Y adalah tingkat 
pendapatan, Pop adalah populasi 
penduduk, dan Tsadalah selera 
 
Dari persamaan konsumsi (Cs) 
dapat diketahui jika konsumsi 
meningkat disebabkan oleh turunnya 
harga dan konsumsi akan berkurang jika 
terjadi peningkatan harga. Untuk 
memenuhi permintaan atau konsumsi 
suatu negara akan menentukan tingkat 
harga yang terendah, oleh karena itu 
nilai tukar atau kurs didefinisikan 
sebagai harga mata uang domestik akan 
mempengaruhi jumlah barang yang 
akan diimpor (Salvatrore, 1997). 
Persamaan impor dapat dinyatakan 
sebagai berikut : 
Ms= f (Ps ,Cs ,ER,Ms(t-1), TMs )……….. 
(3.3) 
dimana : 
Ms adalah  jumlah impor gula, Psadalah 
harga gula, Csadalahjumlah konsumsi 
gula, ER adalah nilai tukar,Ms (t-1)  
adalahimpor gula tahun sebelumnya dan  
TMs  adalah jika diasumsikan negar 
pengimpor memberakukan tarif impor 
dan subsidi impor.  
Qs= AsxPs ……………………… (3.4) 
As=(Ps,Cs,ER,Ms(t1))…………… (3.5) 




Harga pokok petani (HPP) untuk 
gula merupakan harga yang paling 
terkecil dalam lingkaran sistem 
perdagangan industri gula. Penentuan 
HPP ini menggunakan biaya pokok 
produksi (BPP) tebu atau gula petani, 
yang tujuan utamanya adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani dan 
pendapatan petani dalam upaya untuk 
meningkatkan produksi tebu dan 
produktivitas lahan menuju 
swasembada gula. Selain itu kebijakan 
HPP ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi gula domestik 
dengan prioritas harga yang relatif 
terjangkau. Dan kebijakan ini secara 















Penetapan harga pokok petani 
(HPP) gula oleh pemerintah sebesar P1 
mengakibatkan jumlah produksi gula 
menjadi sebesar Q2 dan jumlah yang 
diminta oleh konsumen sebesar Q1, hal 
tersebut selanjutnya direspon oleh 
konsumen yang akan menurunkan 
volume permintaannya jika harga gula 
meningkat dipasar domestik, sehingga 
kebijakan ini akan mencapai tujuannya 
jika pemerintah mengeluarkan alokasi 
anggarannya untuk membeli kelebihan 
produksi gula sebesar Q2 – Q1 sehingga 
pengeluran untuk alokasi tersebut 
adalah sebesar Q1EGQ2. Surplus 
konsumen sebelum adanya kebijakan 
HPP ini adalah P0BC, dan surplus 
produsen sebesar P0BA, sedangkan 
setelah adanya kebijakan maka surplus 
konsumen berkurang menjadi P1EC dan 
surplus produsen bertambah sebesar 
P1GA.  
 
1 PERUMUSAN MODEL DAN   
PROSEDUR ANALISIS 
Jenis, Sumber dan Pengolahan 
Data 
Dalam penelitian ini jenis data 
yang digunakan adalah data time series 
dengan rentang waktu 30 tahun yaitu 
dari tahun 1985 hingga 2015. Data time 
series  dapat dikembangkan pada model 
dengan mudah, untuk meramalkan, 
menafsirkan, dan menghipotesis data 
ekonomi (Enders 2004). Data gula 
terkait dalam penelitian ini diperoleh 
dari instansi, lembaga dan organisasi 
baik secara langsung atau melalui 
publikasi yang diakses secara online, 
seperti Badan Pusat Statistik (BPS), 
Kementerian Perindustrian Republik 
Indonesia, Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia, Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia, 
Dirjen Perkebunan Republik Indonesia, 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian (PSEKP) dan 
Asosasi Gula Indonesia (AGI). Data 
gulaterkait dalam penelitian ini yang 
ditelusuri secara online melalui situs 
resmiInternational Sugar Organization 
(ISO), Intercontinental Exchange : 
Sugar No. 11 Futures (ICE), United 
States Development of Agricultural 
(USDA), World Bank, Food 
Agricultural Organization (FAO), 
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Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), 
Global Agricultural Information 
Network (GAIN), Brazilian Sugarcane 
Industry Association (UNICA), 
International Commission for Uniform 
Methods of Sugar Analysis(ICUMSA), 
London International Financial Futures 
and Options Exchange(LIFE), 
Organization of Petrolieum Exporting 
Countries (OPEC), World Trade 
Organization (WTO) dan International 
Monetary Fund (IMF). Pengolahan data 
dalam penelitian ini akan diproses 
dengan menggunakan software SAS 
(Statistical Analysis System)seri 9.4 
yang mampu memproses data statistik 
dengan cepat dan akurat (Sitepu dan 
Sinaga 2006) pada operating system 
Microsoft Windows.  
Luas areal perkebunan tebu 
Indonesia 
Perkebunan tebu Indonesia dalam 
penelitian ini terbagi menjadi tiga 
berdasarkan dengan status pengusahaan, 
yaitu perkebunan tebu negara , 
perkebunan tebu swasta dan perkebunan 
tebu rakyat. Areal tanam tebu di 
Indonesia dipengaruhi oleh harga gula 
dimana terdapat perbedaan antara harga 
gula pada masing-masing area  
tanam tebu di Indonesia yaitu 
harga gula tingkat petani (mengikuti 
harga lelang dari hasil penggilingan 
tebu) pada area perkebunan rakyat dan 
area perkebunan negara dan swasta 
dipengaruhi oleh harga gula tingkat 
pedagang besar.  Persamaan areal 
perkebunan tebu di Indonesia masing-









Produktivitas gula hablur Indonesia 
Pada sistem produksi gula 
terdapat proses metabolisme tanaman 
tebu yang membentuk gula. Gula hablur 
pada produktivitas yang digunakan 
yaitu gula sukrosa yang dikristalkan. 
Proses pembentukan gula hablur 
dilakukan pada pabrik gula dimana 
tanaman tebu akan diproses melalui alat 
ekstraksi untuk mengeluarkan nira dari 
batang tebu yang selanjutnya diolah 
menjadi kristal. Hablur yang dihasilkan 
mencerminkan rendemen tebu, tinggi 
rendahnya hasil rendemen akan 
ditentukan oleh kondisi tanaman tebu 
dan proses penggilingan di pabrik (Data 
dan Fakta Gula, 2012). Untuk 
mendapatkan rendemen yang tinggi 
bibit tanaman tebu harus bermutu dan 
ditebang pada saat yang tepat serta 
didukung dengan sarana pabrik 
penggilingan yang baik. Produktivitas 
gula hablur Indonesia dikategorikan 
pada status pengusahaannya yaitu 
produktivitas gula hablur perkebunan 
negara, swasta dan rakyat. Berikut 
persamaan produktivitas gula hablur 




























































Identifikasi, Estimasi dan 
ValidasiModel Sistem Persamaan 
Simultan 
Identifikasi model  
Model ekonomi gula yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini terdiri 
dari 22 persamaan yang terbagi menjadi  
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16 persamaan struktural dan 6 
persamaan identitas. Identifikasi model 
persamaan struktural disusun 
berdasarkan order condition dengan 
rumus (Koutsoyiannis 1977) ; (K-M) ≥ 
(G – 1), dimana G adalah jumlah 
persamaaan (current endogenous 
variable), M adalah jumlah seluruh 
peubah atau variabel dalam model 
(endogenous andexogenous variable), 
dan K adalah total persamaan atau 
jumlah variabel endogen dalam model 
(current endogenous and 
predetermined). Apabila (K-M)≥ (G – 1) 
maka persamaan teridentifikasi lebih 
banyak (over identified), (K-M)= (G – 1) 
maka persamaan teridentifikasi dengan 
tepat (exactly identified), dan jika (K-
M)≤ (G – 1) maka persamaan dikatakan 
tidak teridentifikasi (un-identified). 
Jumlah variabel terbanyak yang 
digunakan dalam persamaan adalah 8 
variabel (M), sehingga model dalam 
penelitian ini (45-8) ≥ (22-1) 
persamaannya adalah over identified.  
Estimasi model 
Model dalam penelitian ini 
setelah dilakukan indentifikasi dengan 
hasil over identived, maka selanjutnya 
akan dilakukan proses estimasi model 
menggunakan metode 2SLS (Two Stage 
Least Squares). Metode 2SLS dikatakan 
tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan 
spesifikasi model dan dapat 
memberikan estimasi parameter secara 
konsisten atau tidak bias. Untuk 
menjelaskan keragaman variabel 
endogen pada model dalam penelitian 
ini maka perlu diketahui dan diuji 
dengan menggunakan pengujian 
statistik F.  
Metode pengujian uji statistik 
Durbin-h (Durbin Watson Statistics/dw) 
digunakan untuk mendeteksi adanya 
korelasi (autocorrelation) pada model 
yang tidak mengandung variabel 
bedakala. Pada penelitian ini pada 
persamaan mengandung variabel 
bedakala sehingga penelitian tidak 
menggunakan metode uji statistik 
Durbin-h untuk menghindari hasil yang 
tidak valid. Uji statistik dh atau Durbin-
h statistics adalah metode yang 
digunakan untuk mengetahui 
keberadaan korelasi pada persamaan 
dengan variabel bedakala (Pindyck dan 
Rubenfield 1998). Formula Durbin-h 
statisticsatau hhitung adalah sebagai 
berikut :    







Pada formula Durbin-h 
statisticsatau hhitung , dwadalah nilai 
durbin watson hitung pada pengolahan 
melalui software SAS, N adalah jumlah 
pengamatan contoh, h adalah nilai 
statistik durbin h, dan var β adalah 
varian dari koefisien lag endogenous. 
Taraf α = 15 persen digunakan untuk 
mengetahui -1.96 ≤  hhitung ≤ 1.96, 
dimana dapat disumpulkan bahwa 
persamaan tidak mengandung serial 
korelasi, apabila hhitung < - 1.96 maka 
dalam persamaan terdapat autokorelasi 
negatif sebaliknya apabila hhitung > 1.96 
maka dalam persamaan terdapat 
autokorelasi positif. 
Validasi Model 
Pada tahapan validasi model 
dalam penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui model yang digunakan 
dapat memproyeksikan keadaan 
perekonomian gula secara nyata. 
Kriteria yang digunakan pada tahapan 
validasi nilai estimasi model perilaku 
impor gula Indonesia di pasar dunia 
dalam penelitian ini adalah RMSPE 
(Root Mean Square Percent Error) dan 
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U atau theil’s inequality coefficient 
(Pindyck dan Rubinfield 1998). RMSPE 
digunakan untuk mengukur persentase 
penyimpangan nilai estimasi variabel 
endogen dari nilai aktual selama periode 
pengamatan, jika semakin kecil nilai 
RMSPE maka estimasi variabel 
endogen dalam penelitian semakin valid. 
Nilai statistik U dapat digunakan dalam 
mengukur validasi model untuk 
mengevaluasi kemampuan model 
menganalisis simulasi. Nilai statistik U 
adalah antara 0 dan 1, jika nilai U = 1 
maka estimasi variabel endogen tidak 
mendekati kenyataan dan jika U = 0 
maka estimasi variabel endogen 
sempurna atau mendekati kenyataan. 
Semakin kecil nilai RMSPE dan U 
maka estimasi variabel endogen 
semakin baik (Sitepu dan Sinaga 2006). 
Formula untuk RMSPE dan 
Udirumuskan sebagai berikut:  
RMSPE = 100 [
1
𝑇













 ∑  𝑇𝑡=1 Pt
2
  + √
1
𝑇
 ∑  𝑡𝑡=1 At
2
 
T adalah jumlah periode 
pengamatan dalam simulasi, P adalah 
nilai prediksi (predicted value) variabel 
endogen, dan A adalah nilai pengamatan 
(actual value) variabel endogen. 
Simulasi Model 
Simulasi historis (ex post simulation) 
Simulasi historis pada penelitian 
ini dilakukan untuk mengevaluasi 
kebijakan dan non kebijakan ekonomi 
di sektor pertanian terhadap permintaan 
dan penawaran, perdagangan, dan 
kesejahteraan pelaku ekonomi gula 
Indonesia pada periode tahun 1985 
sampai 2015. Distorsi pada pasar gula 
dunia pada analisis simulasi lebih lanjut 
akan melihat dampaknya terhadap 
perubahan tingkat kesejahteraan pelaku 
ekonomi gula Indonesia. Sekenario 
simulasi historis yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut :    
1. Kebijakan penurunan tarif impor gula 
Indonesia pada skema GATT/WTO  
Terdapat tiga aspek yang 
dihasilkan pada kesepakatan 
GATT/WTO dibidang pertanian yaitu ; 
i) pengurangan hambatan akses pasar 
berupa penurunan tarif rata-rata 36 
persen dan minimum 15 persen untuk 
setiap jenis tarif di negara-negara maju 
dan untuk negara berkembang sebesar 
24 persen, ii) pengurangan subsidi 
domestik dimana untuk negara maju 
sebesar 20 persen dan untuk negara 
berkembang wajib untuk mengurangi 
subsidi domestiknya sebesar 13.3 
persen, dimana bentuk dari pemberian 
subsidi tersebut dihitung sebagai kredit 
dalam komitmen, dan iii) pengurangan 
subsidi ekspor untuk negara maju 
sebesar 36 persen dan negara 
berkembang pengurangan subsidi 
ekspor wajib diberlakukan sebesar 20 
persen. 
2. Kebijakan penurunan tarif impor gula 
Indonesia pada skema CEPT/AFTA  
Pada skema CEPT/AFTA enam 
negara ASEAN (Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, Philipina, dan 
Thailand) menetapkan penurunan 0 
sampai 5 persen pada tahun 2002 
dengan kondisi fleksibilitas atau kondisi 
apabila keenam negara tersebut belum 
mampu untuk menurunkan tarifnya 
hingga 0 persen maka akan ada 
kebijaksanaan untuk menurunkan 
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tarifnya pada tahun 2003. Komoditas 
gula pada skema CEPT/AFTA termasuk 
pada kategori Sensitive list (SL) yang 
merupakan golongan produk 
unprocessed agricultural dimana dapat 
mengajukan banding penurunan tarifnya 
untuk jangka waktu yang lebih lama.  
Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian 
menyatakan bahwa untuk produk gula 
Indonesia masih menerapkan tarif 
impornya sebesar 25 persen, dengan 
pertimbangan bahwa kondisi industri 
gula Indonesia masih mengalami defisit 
produksi. Pertimbangan atas penetapan 
tarif impor tersebut berdasarkan 
keputusan menteri keuangan nomor 
nomor 546/KMK.01/2003 disebutkan 
bahwa Indonesia akan menimbang 
pemberlakuan sisitem klasifikasi barang 
impor berdasarkan ASEAN 
Harmonized Tariff Nomencleature 
(AHTN) dalam skema CEPT/AFTA.  
3. Kebijakan peningkatan harga pokok 
gula tingkat petani  
Pemerintah menetapkan harga 
pokok petani (HPP) gula kristal putih 
(GKP) salah satunya berdasarkan 
penyesuaian perhitungan biaya produksi. 
Melalui peraturan menteri perdagangan 
(Permendag) nomor 42/M-
DAG/PER/5/2016 tentang penetapan 
HPP GKP tahun 2016 pemerintah 
menetapkan HPP sebesar Rp. 9 100 per 
kg atau naik sebesar 2.25 persen dari 
tahun sebelumnya sebesar Rp. 8 900 per 
kg. Pemerintah akan menjamin melalui 
Bulog untuk membeli gula dari petani 
dengan HPP sebesar Rp. 9 100 per kg. 
4. Penambahan luas areal tanam tebu  
    Dalam peraturan menteri 
pertanian Repulik Indonesia No. 
19/permentan/HK.140/4/2015  tentang 
rencana strategis Kementrian Pertanian 
tahun 2015-2019 dikatakan bahwa 
keberlanjutan sektor pertanian tanaman 
pangan dihadapi pada ancaman luas 
tanam yang terus menurun akibat 
konversi lahan pertanian produktif ke 
penggunaan non-pertanian yang terjadi 
secara masif. APTRI mengatakan untuk 
menembus target produksi gula 
diperlukan sekitar 280 ribu hektar atau 
42 persen dari total luas areal tanam 
tebu Indonesia saat ini yang mencapai 
480 ribu hektar.  
5. Revitalisasi pabrik gula Indonesia 
Pemerintah melalui kementerian 
BUMN dan PTPN X akan berencana 
untuk menutup 10 pabrik gula yang 
rata-rata berusia diatas 100 tahun secara 
bertahap dengan mengubah fungsi 
menjadi pabrik pupuk atau pabrik 
maintanance untuk mengurangi biaya 
produksi pabrik-pabrik gula lainnya 
melalui pemutusan rekanan terkait 
peralatan dan infrastruktur pendukung 
produksi gula Indonesia. Dengan 
diberlakukannya kebijakan tersebut 
maka diharapkan pabrik yang beralih 
fungsi dapat menjadikan pendukung 
tercapainya efisiensi kinerja pabrik 
penggilingan tebu di Indonesia 
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